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ABSTRAK

CATATAN

Bahwa perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip transparasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan
kewajaran perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

Bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah
terhadap pemenuhan hajat hidup masyarakat sekaligus memberikan landasan yang
kokoh bagi terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik, perlu didukung oleh
suatu peraturan daerah yang mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
sesuai kondisi, karateristik dan potensi daerah yang ada guna menciptakan iklim yang
kondusif;

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan Umum Daerah
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 402 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kedudukan Perusahaan
Daerah perlu diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No
13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014, PP No 121 Tahun 2015, PP No 122 Tahun 2015,
PP No 54 Tahun 2017;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Tirta Gemilang
Badan hukum, jangka waktu dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, permodalan,
organ dan pegawai perumda air minum tirta gemilang, tahun buku dan penggunaan
laba, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan,
pelaporan dan tata kelola perusahaan yang baik, perubahan rencana bisnis dan/atau
rencana kerja dan anggaran, operasional, penugasan pemerintah, penggabungan,
peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, restrukturisasi dan perubahan bentuk
hukum, kepailitan, pinjaman, kerjasama, perumda air minum tirta gemilang

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 13 Juli 2021;

Halaman penjelasan sejumlah 6 halaman;






